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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 973/345 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan tata cara
pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa dalam rangka menjamin tata cara pemungutan Pajak
Daerah terlaksana dengan baik dan jelas, maka diperlukan
standar operasional prosedur pelaksanaan Pajak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor |
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- |
Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah;




7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU
Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
pelaksanaan Pajak Daerah di Kabupaten Temanggung, serta
sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah agar peran dan
tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat maupun
pegawai yang membidangi menjadi lebih jelas dalam setiap
pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan Pajak Daerah.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
vada tanggal 19 Agustus 2024
Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)

A. Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

1. | Dasar Hukum

. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;

. Memahami peraturan Pajak Daerah,

. Mampu mengoperasikan komputer serta
komunikatif terhadap Wajib Pajak;

4, Memahami mekanisme pendaftaran Objek

Pajak Baru PBB-P2;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.

I hO

2. | Kualifikasi pelaksana

3. | Keterkaitan -

alat tulis kantor;
komputer/printer/scanner;
Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
. jJaringan internet;

SPOPD dan LSPOPD.

4. | Peralatan/perlengkapan

<P

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat kemungkinan data pendaftaran Objek
Pajak Baru PBB-P2 yang diajukan oleh

S. | Peringatan pemohon terdapat kekeliruan sehingga
perekaman data Subjek dan Objek Pajak
menjadi tidak tepat.

. | Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Subbidang Subbidang Kepala Bidang
) Petugas Perencanaan Pengelolaan Perencanaan
Pemchon Front Office don Btk das dan Penetapan Kelengkapan Walktu Output Ket
Pengembangan Penetapan Pendapatan
Berkas permohonan yang terdiri atas:
1. Surat Permohonan dari desa/kelurahan;
2. Daftar Objek dan Subjek Pajak;
3. Formulir Surat Pemberitahuan Objek
Pajak Daerah (SPOPD) dan/atau Berkas
. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek permohonan
, | Pemohon mendaftarkan Objek [ mulai ] Pajak Daerah (LSPOPD); Seketika | pendaftaran
Pajek FBB-F2 x 4. Fotokopi SPPT PBB-P2 objek pajak yang Objek Pajak
bersebelahan Tahun Pajak berkenaan; Baru PBB-P2
5. Fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
6. Fotokopi Alas Hak (Sertifikat)/Surat
Pernyataan Tanggung Jawab dan Asal
Usul Kepemilikan Tanah.
Petugas front office menerima é 15 Tanda
2. | dan meneliti kelengkapan tidak ya Berkas permohonan Menit Terima
berkas permohonan Pelayanan
Subbidang Perencanaan dan ki 15 Beri
Pengembangan melakukan ] erita Acara
% pemeriksaan berkas i Menit Pemeriksaan
permohonan
Kepala Bidang Perencanaan
dan Penetapan Pendapatan
mendisposisi berkas r—y_ 15 Di .
4 permohonan ke Subbidang 1 Hevioms: oomptumaan Menit e
Pengelolaan Data dan
Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data ' 15
dan Penetapan melakukan Menit Perel
5. | perekaman data dan [ nelem] Berkas Permohonan per E mm
penetapan untuk Tahun Pajak Berkas

berikutnya




B. Prosedur Pendataan Objek Pajak PBB-P2 secara Pasif

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
L. | Daser Hulum 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer serta
lifikasi komunikatif terhadap Wajib Pajak;
2. |Ku si pelaksana 4. Memahami mekanisme pendataan Objek
Pajak PBB-P2;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.
1. Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru
3. | Keterkaitan PBB-P2;
2. Prosedur Pembetulan SPPT PBB-P2.
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. | Peralatan/perlengkapan AT —
5. SPOPD dan/LSPOPD;
6. Surat Perintah Melaksanakan Pendataan.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
5. | Peringatan berdampak pada tidak mutakhirnya data
Subjek dan Objek Pajak.
Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
5. | Pendataan DAty HeDsind




Prosedur Pendataan Objek Pajak PBB-P2 secara Pasif

......

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . ! Subbidang Subbidang NS N iy
EHEEE;_I;?H]{ Perencanaan dan Pengelolaan Data w dan Kelengkapan Waktu Output Ket.
Pengembangan dan Penetapan Pend FEE
Subbidang Perencanaan dan (
Pengembangan melakukan lai Tersampaikannya
1. | penyampaian SPOPD dan/atau s ] i g OB SPOPD dan/atau
LSPOPD kepada Subjek Pajak PBB- LSPOPD
P2
Subjek Pajak PBB-P2 mengisi
?PDFD dan/atau LSPOPD secara SPOPD dan LSPOPD
9 jelas, h?nar. IE:IEIEE dﬂn | I SPOPD dan/atau 30 yang telah terisi
+ | menyampailkannya kembali paling LSPOPD Hari sebagai berkas
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak =
tanggal diterimanya SPOFD e
dan/atau LSPOPD
Subbidang Perencanaan dan wkf
Pengembangan melakukan ; Berita Acara
3. Deoseed] taskindeap  ‘bethue Berkas Pendataan 15 Menit Pe i
pendataan
Kepala Bidang Perencanaan dan
Penetapan Pendapatan 4
4, | mendisposisi berkas pendataan ke Berkas Pendataan 15 Menit Disposisi
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan A4
Penetapan melakukan perekaman : 15 Menit
S: | data dan penetapen untuk Tebun [ eicam ] Berkas Pendatasn | . perkes | Perckaman Data
Pajak berikutnya




C. Prosedur Pendataan Objek Pajak PBB-P2 secara Aktif

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerntahan
Daerah;
1 D . 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
' e 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer serta
lifikasi 1 komunikatif terhadap Wajib Pajak;
B sl pel " 4. Memahami mekanisme pendataan Objek
Pajak PBB-P2,
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
F2.
1. Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru
3. | Keterkaitan PBB-P2;
2. Prosedur Pembetulan SPPT PBB-P2.
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. | Peralatan/perlengkapan 4. jaringan internet;
5. SPOPD dan/LSPOPD;
6. Surat Perintah Melaksanakan Pendataan.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
5. | Peringatan berdampak pada tidak mutakhirnya data
Subjek dan Objek Pajak.
Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
6. Pendataan i e




Prosedur Pendataan Objek Pajak PBB-P2 secara Aktif

Pelaksana Mutu Baku
Regaian Subbidang Perencanaan Subbidang Pengelolaan Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Data dan Penetapan dan Penetapan Pendapatan Kelengkapan Waktu Output

Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan melakukan £k

- < Terisinya SPOPD
pendataan terhadap Objek pajak : SPOPD dan/atau 10 Menit dan/atau LSPOPD
yang belum terdata dan/atau mulai LSPOPD Per : berk
verifikasi terhadap Objek Pajak Objek Pajak ubag?ﬂm:n“
yvang telah terdata menggunakan -
SPOPD dan/atau LSPOFPD
Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan melakukan ’ Berita Acara
pemeriksaan  terhadap  berkas Scvkas Pendatasn Ae SRR Pemeriksaan
pendataan
Kepala Bidang Perencanaan dan \
Penetapan Pendapatan
mendisposisi berkas pendataan ke Berkas Pendataan 15 Menit Disposisi
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan [+]
Penetapan melakukan perekaman el 15 Menit
data dan penetapan untuk Tahun Derkas Pendatean per Berkas PR L
Pajak berikutnya




D. Prosedur Penilaian NJOP PBB-P2 secara Massal

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
L | Damer Hidam 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Telah mendapat pendidikan dan/atau
pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2
: ! serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
% | Sapliasl nonkeans 3. Memahami peraturan Pajak Daerah;
4. Mampu mengoperasikan komputer,
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.
A Prosedur Penghitungan dan Penetapan PBB-P2
3. | Keterkaitan Terating
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
4. | Peralatan/periengkapan 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. jaringan internet;
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
5. | Peringatan berdampak pada tidak mutakhimya NJOP
PBB-P2.
Pencatatan dan Disimpan se i data elektronik dan manual.
ﬁ‘ Pendataan cantrbee e ae




Prosedur Penilaian NJOP PBB-P2 secara Massal

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan I , .
Subbidang Perencanaan Subbidang Pengelolaan Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Data dan Penetapan dan Penetapan Pendapatan Kelengkapan Waktu Output Ket.
Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan melakukan
pendataan /survei terhadap: ] Data Harga Pasar
a. harga pasar tanah pada setiap [ : . : Tanah dan
1. povs-ogf mulai J Kertas Kerja 14 Hari < a——"
b. harga pasar komponen Bangunan
bangunan,
di wilayah Kabupaten Temanggung
Kepala Bidang Perencanaan dan v
Penetapan Pendapatan i
2. | mendisposisi  kertas  kerja pores  NeU% | 15 Menit Disposisi
pendataan ke Subbidang
Pengelolaan Data dan Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan membentuk: W
a. Nilai Indikasi Rata-rata dalam . 15 Menit 1
3. setiap Zona Nilai Tanah; dan E:;t:‘:l Kerja per Zona Tﬂh:; DEIE NIR
b. Daftar Biaya Komponen Nilai Tanah
Bangunan untuk setiap jenis
penggunaan bangunan
; Y
Kepala Bidang Perencanaan dan - Keputusan Bupati
Penetapan Pendapatan menyusun Y
4, . NJOP PBB-P2 14 Hari tentang Penetapan
Keputusan Bupati tentang NJOP PBB-P2
penetapan NJOP PBB-P2




E. Prosedur Penilaian NJOP PBB-P2 secara Individual

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1. |Deasar Hukum 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Telah mendapat pendidikan dan/atau
pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2
lifikasi serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
2. |Ku RLyDA 3. Memahami peraturan Pajak Daerah;
4. Mampu mengoperasikan komputer;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.
8 | Batleatis ,F;;?huset:;:; Penghitungan dan Penetapan PBB-P2
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
#. | Peraiatan/perlengkapen 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
5. | Peringatan berdampak pada tidak mutakhirnya NJOP
PBB-P2.
Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
D Pendataan . B




Prosedur Penilaian NJOP PBB-P2 secara Individual

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ; - .
Subbidang Perencanaan Subbidang Pengelolaan Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Data dan Penetapan dan Penetapan Pendapatan Kelengkapan Waktu Output Ket.
1. SPOPD
dan/atau
Subbidang Perencanaan dan PLE:;}IDI
1. Pengembangan mnlﬂkukan o 1 individual: 1 Hari Berkas !’Er:nd&taan
pendataan terhadap Objek Pajak J 4, Dwiw duking Individual
Khums Wajib  Pajek
dan Objek
Pajak.
Kepala Bidang Perencanaan dan W
Penetapan Pendapatan
2. | mendisposisi berkas pendataan e L O Disposisi
individual ke Subbidang
Pengelolaan Data dan Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan W—— S
Penetapan melakukan penilaian Berkas Pendataan . _
3 | untuk menentukan NJOP PBB-P2 Individual S HISES. P
sebagai dasar pengenaan PBB-P2
Kepala Bidang Perencanaan dan
Penetapan Pendapatan menyusun 4
laporan penilaian individual. NJOP [ selesai ] .
4. | PBB-P2 hasil penilaian individual Data Penilaian Shiat | 'NSSERRTNGSG
dimasukkan ke dalam Keputusan divid
Bupati tentang penetapan NJOP
PBB-P2




F. Prosedur Penghitungan dan Penetapan PBB-P2 Terutang

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
L. |DesarHuimm 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
2. | Kualifikasi pelaksana 4. Memahami mekanisme penghitungan dan
penetapan PBB-P2;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2,
1. Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru
PBB-P2;
2. Prosedur Pendataan Objek Pajak PBB-P2
3. | Keterkaitan secara Pasif;
3. Prosedur Pendataan Objek Pajak PBB-P2
secara Aktif;
4. Prosedur Pembetulan SPPT PBB-P2.
1. alat tulis kantor;
- 2. komputer/printer/scanner;
4' ian { i o o 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
5. | Peringatan terdapat kesalahan dalam penghitungan dan
penetapan PBB-P2 Terutang.
6. | Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
Pendataan




Prosedur Penghitungan dan Penetapan PBB-P2 Terutang

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Bidang
E"E]bid;:g ];F:ﬁngtealnlun Perencanaan dan Kepala Badan Kelengkapan Waktu Dutput
e e Penetapan Pendapatan
Kepala Bidang Perencanaan dan
di = sikan ghi pﬂdtﬂ Data SPOPD Ketil
mendisposisi penghitungan : , o
1. penetapan FBB-P2 Terutang —— dan/atau LSPOPD Se Disposiai
kepada Subbidang Pengelolaan L
Data dan Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan melakukan X 3 I::rnit
penghitungan dan penetapan PBB- Data SPOPD
2. | P2 terutang berdasarkan SPOFD dan/atau LSPOPD SPOFD Ketetapan FBB-P2
dan/atau LSPOPD dengan dan/atau
menggunakan SPPT sesuai LSPOPD
peraturan yang berlaku
Subbidang Pengelolaan Data dan A 4
Penetapan melakukan penelitian 5 Meni
3. | terhadap isi SPPT, apabila terdapat Ketetapan PBB-P2 | Ef;,“P‘T SPPT PBB-P2
kesalahan dilakukan pembetulan
secara jabatan
W SPPT PEB-P2 yang
Kepala Badan menandatangani . ; telah
4 SPPT PBB-P2 [ neleam] SPPT PBB-P2 St ditandatangani

Kepala Badan




G. Prosedur Penyampaian SPPT PBB-P2

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
i | D Eaioms 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
' 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana,;
lifikasi 2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
|- si pelak 3. Memahami mekanisme penyampaian SPPT
PBB-P2.
1. Prosedur Penghitungan dan Penetapan PBB-
3. | Keterkaitan P2 Terutang;
2. Prosedur Pembetulan SPPT PBB-P2.
1. alat tulis kantor;
4. | Peralatan/perlengkapan | 5 .} a5 penyampaian SPPT PBB-P2.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka SPPT
5. | Peringatan PBB-P2 tidak dapat tersampaikan tepat waktu
kepada Wajib Pajak.
Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
6. Pendataan - e




Prosedur Penyampaian SPPT PBB-P2

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang | Kepala Bidang Pegawai | Pemerintah "
Femt-;i;nam m;ﬂm“;:n g‘:ﬂ:l: yang Di- Desa/ Ea?i Kelengkapan | Waktu Output Ket.
Pengembangan | Pendapatan tugaskan | Kelurahan
Kepala Bidang Perencanaan dan
Penetapan Pendapatan atia
memerintahkan persiapan . . "
1. penyampaian SPPT PBB-P2 ke /— ] I{Pﬂéetnpm Seketika Disposisi
Subbidang Perencanaan dan \ e
Pengembangan
Bahan Penyampaian SPPT PBB-P2:
1. Draf Surat Perintah
Melaksanakan Penyampaian
Subbidang Perencanaan dan | —Y— s SPPT PBB-P2;
2. Pengembangan menyiapkan | Keteta 7 Hari 2, Draf Surat Pemberitahuan
bahan penyampaian SPPT PBB- PBH_E;" Penyampaian SPPT PBB-P2;
P2 3. Berita Acara Penyampaian SPPT
PBB-P2;
4, Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak;
Kepala Badan menandatangani J’_I Bahan ;
: ; 30 Bahan Pen aian
3. | bahan penyampaian SPPT PBB- Penyampaian g s
P2 SRR, SPPT PBB-P2 Menit SPPT PBB-P2
Pegawai yang diperintahkan h 4 Bah
4 menyampaikan SPPT PBB-P2 Penjramm' 30 Hari Berita Acara Penyampaian SPPT
" | melalui Pemerintah  Desa/ oy PBB-P2 yang telah ditandatangani
T i SFPT PBB-P2
Pemerintah Desa/Kelurahan WV
i S
5. ﬁ:};{mmﬂ“‘; (Bl t‘:ﬁ“‘t SPPTPBB-P2 | 30 Hari | Tanda Penyampaian SPPT PBB-P2
objek PBB-P2 terdaftar
6. | Valib Pajak menerima SFPT selesai | SPPT PBB-P2 | Seketika | Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2

PBB-P2




H. Prosedur Pembetulan SPPT PBB-P2

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
o Rl 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer serta
: il komunikatif terhadap Wajib Pajak;
. | Fomiiame) pe + 4, Memahami mekanisme pembetulan SPPT
PBB-P2;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.
3. | Keterkaitan Prosedur Penyampaian SPPT PBB-P2
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
4. | Peralatan/perlengkapan | 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. jaringan internet;
9. SPOPD dan LSPOPD.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat kemungkinan Pembetulan SPPT PBB-
5. | Peringatan P2 yang diajukan oleh pemohon terdapat
kekeliruan sehingga perekaman data Subjek
dan Objek Pajak menjadi tidak tepat.
Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
ﬁ‘ Pendataan il




Prosedur Pembetulan SPPT PBB-P2

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang Subbidang Kepala Bidang
" : Petugas Perencanaan Pengelolaan Perencanaan
Wajib Pajak | o . Office Han Tate dan Penetapan Kelengkapan Waktu Output Ket
Pengembangan Penetapan Pendapatan
Berkas permohonan yang terdiri atas:
1. Surat Permohonan dari desa/kelurahan;
“ : 2. Daftar Pembetulan Wajib dan/atau Objek
Wajib  Pajak mengajukan Pajak;
permohonan pembetulan SPPT 3. Formulir Surat Pemberitahuan Objek
PBB-P2, dalam hal ditemukan ; ] Pajak Daerah (SPOPD) dan/atau
kesalahan pada: i _ [ mulai | Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Berkas
L | & data Wajib Pajak 'y Pajak Daerah (LSPOPD); dan Sakotiica permohonan
. dan/atau Objek Pajak; 4. SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berkenaan. ” Pembetulan
. penghitungan  ketetapan Dilampiri: SPPT PBB-P2
PBB-FP2 terutang; 1. Fotokopi identitas Wajib Pajak;
c. SPPT ganda; atau 2. Fotokopi Alas Hak (Sertifikat)/Surat
d. SPPT tidak ada objeknya, Pernyataan Tanggung Jawab dan Asal
Usul Kepemilikan Tanah; dan/atau
3. Surat Keterangan alasan SPPT ganda
atau tidak ada objeknya.
Petugas front office menerima 10 Tanda
2. | dan nmeneliti kelengkapan tidak ya Berkas permohonan Menit Terima
berkas permohonan Pelayanan
Subbidang Perencanaan dan .
Pengembangan melakukan 15 Berita Acara
3. :
pemeril berd Berkas permohonan Menit n——
permohonan
Kepala Bidang Perencanaan
dan Penetapan Pendapatan
mendisposisi berkas 15 ; ;
4 | permaohonan ke Subbidang | Berkas Permohonan Menit | Disposisi
Pengelolaan Data dan
Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data
dan Penetapan melakukan
perekaman data, untuk:
a. pembetulan data Wajib
Pajak dan/atau Objek
Pajak ditetapkan untuk
5. Tahun Pajak Berikutnya o Berkas Permohonan 30 Hayi | Perekaman
b. pembetulan karena P

kesalahan penghitungan,
SPPT Ganda, dan/atau
SPPT tidak ada objeknya
ditetapkan untuk Tahun
Pajak Berkenaan




[. Prosedur Integrasi Pembetulan SPPT PBB-P2 dari Proses Pengurusan BPHTB

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1. | Dasar Hukum 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
2. | Kualifikasi pelaksana 4. Memahami mekanisme pembetulan SPPT
PBB-P2;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.
3. | Keterkaitan Tata Cara Pemungutan BPHTB.
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
4. | Peralatan/periengkapan 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka data
5. | Peringatan Wajib dan/atau Objek PBB-P2 tidak
termutakhirkan setelah adanya peralihan hak.
6. | Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
Pendataan




Prosedur Integrasi Pembetulan SPPT PBB-P2 dari Proses Pengurusan BPHTB

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang Subbid Kepala Bidang
Petugas Front Perencanaan Perencanaan dan
Office dun Fud:nFPh:::nm Data e Kelengkapan Waktu Output Ket.
Pengembangan e Pendapatan
. Berkas proses
1. Penyelesaian proses permohonan dan iy Berkas proses EF_'H'I"B Bidoilcn BPHTEPjra.tlg
pembayaran BPHTB oleh Pemohon J yang sudah selesai el it et
Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan merekap dan A4 —
meneruskan berkas proses BPHTB yang Berkas proses
2. | sudah selesai ke Kepala Bidang B"]‘“:hl’df_‘jt“;ﬁ:grﬂ 1 Minggu | BPHTB yang
Perencanaan dan Penetapan yang sudah selesai
Pendapatan untuk dilaltukan
pemutakhiran data PBB-P2
Kepala Bidang Perencanaan dan
5 | Penetapan Pendapatan mendisposisi X Berkas proses BPHTB | | p Eg%";:;
" | berkas ke Subbidang Pengelolaan Data yang sudah selesai .
sudah selesai
dan Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan melakukan pembetulan data : 15 Menit
4. | Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak ‘ selesai | Berkas Permohonan per iy
sesuai data peralihan hak untuk Berkas

ditetapkan di Tahun Pajak Berikutnya




J. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
ot 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer serta
: . komunikatif terhadap Wajib Pajak;
4. |EKuabfikasi pelaksana 4. Memahami mekanisme penerbitan SK
NJOP;
S. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.
3. | Keterkaitan -
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
9. |Peralatan/perlengkupen. | 5 » Jikani perpstansaheass PRB-D2:
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
5. | Peringatan terdapat kemungkinan penyalahgunaan SK
NJOP yang diterbitkan.
. |Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
" | Pendataan




Prosedur Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang Kepala Bidang
Pemohon ﬁﬂ% P""D";Et:k;l::n Fm],’;mnu‘;:ndm Kelengkapan Waktu Qutput Ket.
Penetapan Pendapatan
i Surat Permohonan SK
Pemohon mengajukan permohonan SK " i
NJOP dengan Surat Permohonan dari: , R Tow ey sedikit
a. Kepala Desa/Lurah setempat; mulai . :
1. | b. Notaris/PPAT/PPATs terkait s il ot Seketika Seckas
1 luan BPHTB:; atau Y . alf:epeﬂdu;m permohonan. permochonan
c. pihak lain yang memerlukan. AP ﬂa periukan dapat
disertai data dukung
untuk pemutakhiran data.
Petugas front office menerima dan - é . Berkas
2. | meneliti isi Surat Permohonan SK NJOP tidak ya LI pacas St permochonan
Kepala Bidang Perencanaan dan W
Penetapan Pendapatan mendi si . . i
3. be:katip uhuf; - Euhmg Berkas permohonan Seketika Disposisi
Pengelolaan Data dan Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan L 5 Menit
4. | Penetapan penerbitan SK NJOP sesuai Berkas Permohonan per SK NJOP
dengan berkas permohonan ‘ Berkas
Kepala Bidang Perencanaan dan SK NJOP
9. | Penetapan Pendapatan menandatangani SK NJOP Seketika yang telah
SK NJOP ditandatangani
6. Petugas fmn_t office mene_rima SK NJOP X EK‘HJDP : Seketika - Nfﬂ?ﬂ;
yvang telah ditandatangani yang telah ditandatangani ditanji - dalg R
. SK NJOP
Pemohon menerima SK NJOP untuk : SK NJOP ;
Z digunakan sebagaimana mestinya Sainnal yang telah ditandatangani Seketika mm:::h :




K. Prosedur Permohonan Salinan SPPT PBB-P2

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1. |Dagar Hulkum 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer serta
lifikasi komunikatif terhadap Wajib Pajak;
% |En pelaksana 4. Memahami mekanisme penerbitan Salinan
SPPT PBB-P2;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2.
3. | Keterkaitan -
1. alat tulis kantor;
] 2. komputer/printer/scanner;
* B Bk pesemglapan 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
5. | Peringatan terdapat kemungkinan penyalahgunaan
Salinan SPPT PBB-P2 yang diterbitkan.
Pencatatan dan Disim se i data elektronik dan manual.
6- | Pendataan ol




Prosedur Permohonan Salinan SPPT PBB-P2

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang Kepala Bidang
Petugas Pengelolaan Perencanaan Kepala
Pemohon Front Office o dan Penetapan Badan Kelengkapan Waktu QOutput
Penetapan Pendapatan
Pemohon mengajukan permohonan Surat Permohonan
Salinan SPPT PBB-P2 dengan Surat Salinan SPPT PBB-
Permohonan dari: . P2 yang  paling
1. | a. Kepala Desa/Lurah setempat; [ mulai ] sedikit berisi: Seketika | __Beras
b. Notaris/PPAT/PPATs terkait = 1. NOP PBB-P2; dan "
keperluan BPHTB; atau 2. Keperluan
¢. pihak lain yang memerlukan. permohonan.
Petugas front office menerima dan Berkas
2. | meneliti isi Surat Permohonan Salinan tidak ya Berkas permohonan | 3 Menit 5
SPPT PBB-P2 .
Kepala Bidang Perencanaan dan A
Penetapan Pendapatan mendisposisi ketil . )
& berkas permohonan ke Subbidang AR I . T SN
Pengelolaan Data dan Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan W 5 Menit
4 Penetapan penerbitan Salinan SPPT T T——— . Salinan SPPT
" | PBB-P2  sesuai dengan berkas e PBB-P2
permohonan
17 Salinan SPPT
5 Kepala badan menandatangani Salinan Salinan SPPT Seketika PEB-P2
SPPT PBB-P2 PBB-P2 vang telah
ditandatangani
Petugas front office menerima Salinan =iSi JiSE Salinan SPPT
6. SPPT PBB-P2 yang telah ditandatangani PBB-P2 yang telal Seketika Salinan SPPT
dan melakukan pembubuhan stempel ditand : PBB-P2
tanda salinan
Pemohon menerima Salinan SPPT PBB- Y . 1
7. | P2 untuk digunakan sebagaimena [ selesai ] et | Beieili, | SWCERE S
mestinya




L. Prosedur Permohonan Legalisasi SPPT PBB-P2

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
Iy . | DR LA 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer serta
. . komunikatif terhadap Wajib Pajak;
4. | Busiiihast pelaesan | Memahami imelariane leglinast SPPT PED-
P2;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data PBB-
P2,
3. | Keterkaitan -
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
4. | Peralatan/perlengkapan 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
5. | Peringatan terdapat kemungkinan ketidakabsahan
dokumen penggandaan SPPT PBB-P2.
Pencatatan dan Disi : 1 -
o o simpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Permohonan Legalisasi SPPT PBB-P2

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan — Subbidang
Pemohon Front Pengelolaan Data Kelengka Waktu Output Ket,
Qffice dan Penetapan P »
Pem::'-hur_L mengajukan permohonan Dokumen penggandaan SPPT Sl

1. | legalisasi dokumen penggandaan SPPT mulai ] PBB-P2 dan menunjukkan Seketika -
PBB-P2 SPPT PBB-P2 yang asli permobonan
Petugas front office menerima dan , 6 : Berkas

2. | meneliti berkas permohonan tidak sesual Berkas permohonan S Aenit permohonan
Subbidang Pengelolaan dan Penetapan ¥ pe?lme:m
melakukan legalisasi terhadap dokumen ]

3. penggandaan SPPT PBB-P2 yang Berkas permohonan 3 Menit SPPT PE];}I:Q
diajukan dﬂtga}fuam
Petugas front office menerima dokumen

o | penggandaan SPPT PBB-P2 yang telah j D“““‘I?lj;ﬁ“m“f:ﬁsm Seketika | Register legalisasi
dilegalisasi dan menregister legalisasi dﬂeg:ﬁlng ; SPPT PBB-P2
SPPT PBB-P2 yang dimohonkan, i
e : ek L 4 Dokumen

mohon menerima okumen : Dokumen penggandaan SPFT penggandaan

5. | penggandaan SPPT PBB-P2 yang telah [ Seloasd J PBB-P2 yang telah Seketika SPPT PBB-P2
dilegalisasi dilegalisasi yang telah

dilegalisasi




M. Prosedur Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2 Terutang

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
ke | Lames L 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
T, T, Memahami mekanisme pembayaran dan
2. | B ik penyetoran PBB-P2 terutang.
3. | Keterkaitan Prosedur Penyampaian SPPT PBB-P2
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
4. | Peralatan/perlengkapan | 3. Aplikasi penatausahaan PBB-P2;
4. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;
5. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
: pembayaran dan penyetoran PBB-P2 terutang
S. | Peringatan tidak masuk ke rekening penerimaan
pendapatan daerah.
Pencatatan dan Disim sebagai data elektronik dan manual.
6. Pendataan RARE




Prosedur Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan :
Waijib Pajak Dtmtim Kelengkapan Waktu Output
1. | Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2 mulai SPFT PBB-P2 Seketika SPPT PBB-P2
Wajib Pajak membayar sendiri PBB-P2 H
o | terutang melalui Bank Persepsi atau tempat é dak e o Eimﬁ:nkm Bukti Pembayaran
* | lain yang disediakan secara tunai atau non e i PBB-P2
; Jatuh Tempo
tunai
ya
Wajib Pajak membayar PBB-PE _mclalui . Batas Waki Tanda Pembayaran
petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh . . y 5
3. Kepala Desa/Lurah wilayah Objek Pajak SPPT PBB-P2 Sampai dengan PBB-P2 dari
. Jatuh Tempo Desa/Kelurahan
Petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh
Kepala Desa/Lurah wilayah Objek Pajak
terdaftar melakukan penyetoran atas ﬂ - Batas Waktu " I
4. | pemungutan PBB-PZ melalui bank persepsi M Mﬁﬁﬂmm Sampai dengan Eukupgm]; *;BE
atau sistem pembayaran berbasis elektronik Jatuh Tempo
dengan menggunakan id billing secara tunai
atau non tunai Nt
Wajib Pajak menerima bukti pembayaran PBB- . :
5. | P2 atau mencetak bukti pembayaran di Seiaa) SPPT PBB-P2 Seketika s s
Aplikasi Penatausahaan Pajak Daerah




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB

KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar Hukum

. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;

. Memahami peraturan Pajak Daerah;

. Mampu mengoperasikan komputer serta
komunikatif terhadap Wajib Pajak;

4., Memahami mekanisme pemungutan

BPHTB;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data
BPHTB.

LD B =

Kualifikasi pelaksana

Keterkaitan -

alat tulis kantor:
komputer/printer/scanner;
SPTPD BPHTB/SSPD

. Aplikasi penatausahaan BPHTB;
. jaringan internet.

Peralatan /perlengkapan

A wWN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
Peringatan pemungutan BPHTB tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
Pendataan g




Prosedur Pemungutan BPHTB

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Pemohon FE“SEM Tim Verifikasi Kelengkapan Waktu Output Ket.
S : T SPTPD BPHTB/SSPD beserta
1. EFH?‘BM mengajuian berkas permohonan [ ] dokumen kelengkapannya ~ Seketika Tanda terima
'y sesuai jenis perolehan hak
Petugas front office meneliti kelengkapan
o | berkas permohonan. Apabila berkas , Berkas h 10 Menit Hths ) l
" | lengkap, petugas front office menyampaikan tidak ya mivni i per Berkas - S
ke Tim Verifikasi
Tim Verifikasi melakukan penelitian dan ! ; . .
3. pemeriksaan SPTPD BPHTB/ SSPD j Berkas permohonan 4 Hari Hasil Verifikasi
Penyerahan berkas permohonan dan hasil —e L HSHEESID
4. | verifikasi dari Tim Verifikasi kepada Hasil Verifikasi dan berkas Seketika Hasil Verifikasi dan
petugas front office permohonan berkas permohonan
Pemohon menyesuaikan berkas -.—__._IV
5. | permohonan sesuai hasil verifikasi untuk | Berkas permohonan sesuai hasil Bukti Pembayaran
dilakukan pembayaran melalui bank verifikasi + BPHTB
persepsi atau tempat lain yang disediakan
, N
Pemohon mengajukan validasi berkas Berkas permohonan sesuai hasil
6. | permohonan yang telah dibayarkan kepada verifikasi dan bukti pembayaran Seketika -
petugas front office BPHTB




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Pemchon le "”"E‘Gﬂ;m Tim Verifikasi Kelengkapan Waktu Output
Tim Verifikasi menandatangani SPTPD L Berkas permohonan sesuai hasil SPTPD ggﬁ%gﬁn
7. | BPHTB/SSPD BPHTB yang telah dilakukan verifikasi dan bukti pembayaran | Seketika BPHTB yang telah
pembayaran BPHTB dilakukan pembayaran
Petugas front office melakukan perforasi, A 4 Berkas i hasi
. : permohonan sesuai hasil
g, | meregister, dan memberi stempel badan verifikasi dan bukti pembayaran | 10 Menit SSPD BFHTS/SSFD
pada berkas yang telah ditandatangani Tim BPHTB yvang telah divalidasi
Verifikasi
Penyerahan SSPD
g | Pemohon menerima SPTPD BPHTB/SSPD - SSPD BPHTB/SSPD yang telah Sulontila BPHTB/SSPD yang
yang telah divalidasi divalidasi telah divalidasi




LAMPIRAN IlI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

A. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru PBJT

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

1. | Dasar Hukum

e — sy T

. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;

. Memahami peraturan Pajak Daerah,

. Mampu mengoperasikan komputer serta
komunikatif terhadap Wajib Pajak;

4, Memahami mekanisme pendaftaran Wajib

Pajak dan/atau Objek Pajak PBJT.

L =

2. | Kualifikasi pelaksana

3. | Keterkaitan -

alat tulis kantor;

komputer/printer/scanner;

Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

. jaringan internet;

. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak.

4. | Peralatan/perlengkapan

AW

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat kemungkinan data pendaftaran Wajib
5. | Peringatan Pajak dan/atau Objek Pajak Baru PBJT yang
diajukan oleh pemohon terdapat kekeliruan
sehingga hasil pendaftaran menjadi tidak tepat.

6. Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru PBJT

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang
Pemohon Pctugaam Froa Perencanaan dan Kelengkapan Waktu Output Ket.
Pengembangan
1. Identitas Wajib Pajak
" . Orang Pribadi/Badan);

Pemohon melakukan pendaftaran Wajib Pajak ( . Berkas
1. ; A mulai 2. Formulir Pendaftaran | Seketika

dan/atau Objek Pajak PBJT Waiih Pusk dan/atwi pendaftaran

Objek Pajak.

Petugas front office menerima dan meneliti _/)\ Torsde Terd
2. |kelengkapan  dan  kesesuaian  berkas o S Berkas pendaftaran 3 Menit iy

pendaftaran tidak ya IyRnan

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan !—‘L NPWPD
3. | mendaftarkan Wajib Pajak dan/atau Objek | Berkas pendaftaran 5 Menit dan/atau

Pajak PBJT NPOPD

Petugas front office menyampaikan NPWPD W Pm;;#gglm
4. | dan/atau NOPD sebagai identitas NPWPD dan/atau NOPD Seketika den/ateu

penatausahaan Pajak PBJT bagi pemohon Hu;nn

NPWPD
5. | Pemohon menerima NPWPD dan/atau NOPD selesai NPWPD dan/atau NOPD Seketika dan/atau
NOFPD




B. Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak PBJT

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;

. Memahami peraturan Pajak Daerah;

. Mampu mengoperasikan komputer serta
komunikatif terhadap Wajib Pajak;
Memahami mekanisme pendataan Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak PBJT,

5. Surat Perintah Melaksanakan Pendataan
Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak PBJT.

W N

-3

Keterkaitan

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak Baru PBJT

Peralatan /perlengkapan

1. alat tulis kantor;

2. komputer/printer/scanner;

3. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

4. jaringan internet;

5. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat potensi penambahan data Wajib Pajak
dan/atau Objek Pajak PBJT menjadi kurang
optimal.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak PBJT

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan , iimimid Subbidang Tepsih Sy
Eub]:kj;g?]‘;h Pajak | perencanaan dan F:rcpr;:nt:nn dan Kelengkapan Waktu Output Ket.
Pengembangan e
Pendapatan
Rencana
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan prvdatans
i B - ik Pt [ mulei | Data potensi Wajib Pajak Lk Wajib Pajak
- JEERSHRYD, Sobhne, Pondaieen, W D) ) dan/atau Objek Pajak PBJT o dan/atau
dan/atau Objek Pajak PBJT Objek Pajak
PBJT
Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan memerintahkan Subbidang 4 Rencana pendataan Wajib Surat Perintah
2. | Perencanaan dan Pengembangan untuk Pajak dan/atau Objek Pajak Seketika Melaksanakan
melaksanakan Pendataan Wajib Pajak dan/atau PBJT Pendataan
Objek Pajak FBJT
1. Surat Perintah | 1> V€™ | Pendataan
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan A Melaksanakan Pendataan, PEPH_E Wajib Pajak
3. | melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan/atau I 2. Formulir Pendaftaran s ;,'amu dan/atau
Objek Pajak PBJT Wajib  Pajak dan/atau | 5. b | Objek Pajak
Objek Pajak. e PBJT
W Berkas
S .. : . . : o Pendaftaran
% ubjek/Wajib Pajak PBJT mengisi Formulir Formulir Pendaftaran Wajib 3 Menit Wajib Pajak
" | Pendaftaran Wajib Pajak dan /atau Objek Pajak Pajak dan/atau Objek Pajak dan/atau
Objek Pajak
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
mendaftarkan Wajib Pajak dan/atau Objek h 4 NPWED
5 Pajak PBJT dan menyampaikan NPWPD Berkas Pendaftaran Wajib 5 Menit damfatan
" | dan/atau NOFPD sebagai identitas Pajak dan/atau Objek Pajak NOPD
penatausahaan Pajak PBJT bagi Subjek/Wajib
Pajak
: i . . NPWFD
6, | Subjek/Wajib Pajsk menerima  NFWFD selesai NPWPD dan/atau NOPD Seketika dan/atau

dan/atau NOPD

NOFD




C. Prosedur Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan PBJT

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

—==

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

o8 -

SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
Memahami peraturan Pajak Daerah;

Mampu mengoperasikan komputer serta
komunikatif terhadap Wajib Pajak;
Memahami mekanisme
pembayaran/penyetoran dan pelaporan
PBJT.

Keterkaitan

Peralatan /perlengkapan

B W N

alat tulis kantor;
komputer/printer/scanner;
Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

. jaringan internet.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat potensi kesalahan pada proses
pembayaran/ penyetoran dan pelaporan PBJT.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pembayaran /Penyetoran dan Pelaporan PBJT

Pelaksana Mutu Baku
. Bank Persepsi
No. Kegiatan
Wajib Pajak PBJT P"“g;;’“"’ R - Kelengkapan Waktu Output
Disediakan
. - Kewajiban
Wajib Pajak mempunyai kewajiban PBJT terutany delem suata : —
1. | pembayaran/penyetoran dan pelaporan PBJT [ mulai ] M asagPaj ak Seketika P pel Y Eﬂ'f
setelah berakhirnya Masa Pajak PBJT
. : 1. PBJT terutang dalam | Paling lambat 10 Bukis
Wajib Pajak melakukan pcn::t_m.yaran{ tidak suatu Masa Pajak heri kerja setelal pembayaran/
2. | penyetoran dan pelaporan LPBJT sendiri melalui 2. Aplikasi Penatausal berakhirnya Masa penyetoran
Aplikasi Penatausahaan Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak dan pelaporan
ya PBJT
Wajib Pajak melakukan pembuatan id billing L J Id Billing dan
3. | pembayaran/penyetoran dan pelaporan PBJT mwﬁgpgﬁn i 5 Menit SPTH?D
melalui petugas front office
Wajib Pajak melakukan pembayaran / ] l:ulrth y
penyetoran PBJT melalui Bank Persepsi atau i . pembayaran
’ tempat lain yang disediakan secara tunai atau ki Bling Seketiica pelaporan
non tunai PBJT
\" Bukti
i i - : Bukti pembayaran/ pembayaran/
Wajib Pajak menerima bukti pembayaran/ . ]{ ’
S. selesai yetoran dan pelaporan Seketika penyetoran
penyetoran dan pelaporan PBJT L it PEJTPEE'PG dan pela




LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak Reklame

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

1. | Dasar Hukum

. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;

. Memahami peraturan Pajak Daerah;

. Mampu mengoperasikan komputer serta
2. | Kualifikasi pelaksana komunikatif terhadap Wajib Pajak;

4. Memahami mekanisme pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak
Reklame.

WA -

3. | Keterkaitan -

alat tulis kantor;

komputer/printer/scanner;

. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

. jaringan internet;

. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak.

4. | Peralatan/perlengkapan

DB WN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat kemungkinan data pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak

o. | Peringatan Reklame yang diajukan oleh pemohon terdapat
kekeliruan sehingga hasil pendaftaran menjadi
tidak tepat.

6 | Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak Reklame

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang
Pemohon F:tuga:m e Perencanaan dan Kelengkapan Waktu Output
Pengembangan
1. Identitas Wajib  Pajak
(Orang Pribadi/Badan);
|| Pemohon melakukan pendaftaran Wajib Pajak mulai e Bt | s Berkas
* | dan/atau Objek Pajak Reklame T E daftaran
1 3. Formulir Pendaftaran
Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak.
Petugas front office menerima dan meneliti Ry S——
2. | kelengkapan dan kesesuaian berkas Berkas pendaftaran 3 Menit S e
pendaftaran tidak ya y
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan r—v— NPWPD
3. | mendaftarkan Wajib Pajak dan/atau Objek l Berkas pendaftaran 5 Menit dan/atau
Pajak Reklame NPOPD
Petugas front office menyampaikan NPWPD v i e e
4. | dan/atau NOFD sebagai identitas NPWPD dan/atau NOPD Seketika dan/atan
penatausahaan Pajak Reklame bagi pemohon “I:‘DPD
Y NPWPD
3. | Pemohon menerima NPWPD dan/atau NOPD [ selesal ] NPWPD dan/atau NOPD Seketika dan/atau
NOPD




B. Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Reklame

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikas: pelaksana

= MR

SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
Memahami peraturan Pajak Daerah;

Mampu mengoperasikan komputer serta
komunikatif terhadap Wajib Pajak;
Memahami mekanisme pendataan Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak Reklame,;

Surat Perintah Melaksanakan Pendataan
Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Reklame.

Keterkaitan

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak Baru Pajak Reklame

Peralatan/perlengkapan

LS e e

alat tulis kantor;
komputer/printer/scanner;
Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

. jaringan internet;

Surat Pemberitahuan Pajak Reklame.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat potensi penambahan data Wajib Pajak
dan/atau Objek Pajak Reklame menjadi kurang
optimal.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Reklame

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan _ L Subbidang Kepala Bidang
Subjek /Wajib Perencanaan
Pajak Reklame P;:unc;naan dan | . = Pen stasan Kelengkapan Waktu Qutput Ket.
ngembanga Pendapatan
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan lai Data Wajib Pajak dan/atau
| | menyusun rencana pendataan Wajib Pajak _ J Objek Pajak Reklame yang 1 Hari é g:n:tﬂml,&ﬁa.t;;n
" | dan/atau Objek Pajak Reklame yang belum belum melaksanakan ' P::lk Rekl i
melaksanakan kewajiban perpajakannya kewajiban perpajakannya J ”
Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan memerintahkan  Subbidang ;L’
Perencanaan dan  Pengembangan untuk . Surat Perintah
2: | melaksanakan Pendataan Wajib Pajak dan/atau Rencana pendataan SebeR | xtaleksensken Pandaiasn
Objek Pajak Reklame yang belum melaksanakan
kewajiban perpajakannya
15 Menit
. 1. Surat Perintah .
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan b Melal ] per Wajib Pendataan Wajib Pajak
3 melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan/atau Penda ] Pajak dan/atau Objek Pajak
* | Objek Pajak Reklame yang belum melaksanakan i e "“‘Pem"heﬁtahm dan/atau ey TS
kewajiban perpajakannya ' SRR Objek Pajak "
J ' Reklame
Subjek/Wajib Pajak Reklame menerima Surat v .
4 |Pemberitahuan ~ Pajak  Reklame  untuk [ e ] Surat Pemberitahuan Eoga% | Pemenuhan Kewajiban
" | menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan Pajak Reklame Pajak Reklame
Waktu yan &
g beciaka Ditentukan




C. Prosedur Penghitungan dan Penetapan Pajak Reklame Terutang

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
i | Desas Bilsi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
' 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
2. | Kualifikasi pelaksana 4. Memahami mekanisme penghitungan dan
penetapan Pajak Reklame;
S. Memiliki kemampuan pengolahan data
Pajak Reklame.
1. Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru
: Pajak Reklame;
% | Sererualian 2. Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak Reklame.
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
4. |Feralatan/periengkapan | 5 4 )ivaei nenatausahaan Pajak Daerah:
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
5. | Peringatan terdapat kesalahan dalam penghitungan dan
penetapan Pajak Reklame Terutang.
6. | Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
Pendataan




Prosedur Penghitungan dan Penetapan Pajak Reklame Terutang

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan E ) Subbidang Subbidang Kepala Bidang
Wajib Pajak Pengelolaan Pe
;J; Kl J:: Parencnn;nn dan Dllgt:?im danmm“:;i Kelengkapan Waktu Qutput Ket.
e el o Penetapan Pendapatan
Wajib Pajak menginput Data
Objek Pajak Reklame melalui . . !
1. Aplikasi Penatausahaan Pajak el Data penyelenggaraan reklame . Igﬁ; %‘gﬂﬁ;ﬂ:ﬂﬁ | oy
Daerah atau front office pelayanan 7 P
Pajak Daerah
Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan melakukan P .
9 verifikasi data penyelenggaraan Surat Pemberitahuan Objek 5 Menit ‘Ejulra;.‘: Pﬂa!;: ;tnhuan
- | reklame da Surat | - - Pajak Reklame ) NI S WA
e pa tidak sesuai sesuai yang telah terverifikasi
Pemberitahuan Objek  Pajak £
Reklame
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan melakukan h Surat Pemberitahuan Objek
3. | penghitungan dan penetapan Pajak Reklame yang telah 5 Menit SKPD Reklame
Pajak Reklame terutang dengan terverifikasi
menggunakan SKFPD
Kepala Bidang Perencanaan dan
Penetapan Pendapatan atas nama selesai : SKPD Reklame vang
4 | Kepela Badan menandatangani SKFD Rellame Selostlcn | olah ditandatangsni
SKPD




D. Prosedur Pembayaran dan Penyetoran Pajak Reklame Terutang

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

Memahami mekanisme pembayaran dan
penyetoran Pajak Reklame Terutang

Keterkaitan

. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau

Objek Pajak Baru Pajak Reklame;

. Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau

Objek Pajak Reklame;

. Prosedur Penghitungan dan Penetapan

Pajak Reklame Terutang.

Peralatan /perlengkapan

BN

alat tulis kantor;
komputer/printer/scanner;
Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

. jaringan internet.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame
terutang tidak masuk ke rekening penerimaan
pendapatan daerah.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pembayaran dan Penyetoran Pajak Reklame

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan y .
& ' Bank tau T Lain
Wajib Pajak mﬁmmﬁm Kelengkapan Waktu Output

1. | Wajib Pajak menerima SKPD Pajak Reklame [ mulai } SKPD Pajak Reklame Seketika S'R“fm::f‘
Wajib Pajak Reklame melakukan
pembayaran / penyetoran Pajak  Reklame A 4
melalui bank persepsi atau  sistem Id Billing ’

2. | pembayaran berbasis elektronik dengan Pembayaran / Penyetoran Seketika B"ll,ku EEE ;;ba?i cl
menggunakan id billing pada SKPD Pajak Pajak Reklame A dam
Reklame menggunakan id billing secara tunai
atau non tunai

v
Wajib Pajak menerima bukti pembayaran/ : :
3. | penyetoran Pajak Reklame untuk digunakan [ selesai ] Bukti Pembayaran Seketika Buiti Pembayaran

sebagaimana mestinya.

Pajak Reklame

Pajak Reklame




LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
A. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak Air Tanah

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

1. | Dasar Hukum

. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;

. Memahami peraturan Pajak Daerah;

. Mampu mengoperasikan komputer serta
2. | Kualifikasi pelaksana komunikatif terhadap Wajib Pajak;

4. Memahami mekanisme pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak Air
Tanah.

WA=

3. | Keterkaitan -

alat tulis kantor;

komputer/printer/scanner;

Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

. jaringan internet;

. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak.

4. | Peralatan/perlengkapan

AW

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat kemungkinan data pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak Air
Tanah yang diajukan oleh pemohon terdapat
kekeliruan sehingga hasil pendaftaran menjadi
tidak tepat.

Pencatatan dan Disim sebagai data elektronik dan manual.
6. Pendataan e




Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru Pajak Air Tanah

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Subbidang
Pemohon Pum‘%:;"m ki Perencanaan dan Kelengkapan Waktu Output Ket,
Pengembangan
1. Identitas Wajib Pajak
(Orang Pribadi/ Eat_ian]; :
| | Pemohon melakukan pendaftaran Wajib Pajalk [ mulai s DHER R A Berkas
dan/atau Objek Pajak Air Tanah Yy 8 Formil Peiilaliavan pendaftaran
Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak.
Petugas front office menerima dan meneliti .
2. | kelengkapan dan kesesuaian berkas ‘<'> Berkas pendaftaran 3 Menit T“;ﬂdl:Tema
pendaftaran tidak ya e
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan * NPWPD
3. | mendaftarkan Wajib Pajak dan/atau Objek Berkas pendaftaran 5 Menit dan/atau
Pajak Air Tanah NPOPD
Petugas front office menyampaikan NPWPD \ P""Hﬁgn“"‘m
4. | dan/atau NOFD sebagai identitas NPWPD dan/atau NOFPD Seketika dan/atau
penatausahaan Pajak Air Tanah bagi pemohon “;D;D
¥ NPWPD
5. | Pemohon menerima NPWPD dan/atau NOPD [ selesal ] NPWPD dan/atau NOPD Seketika dan/atau
NOFD




B. Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Air Tanah

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;

. Memahami peraturan Pajak Daerah;

Mampu mengoperasikan komputer serta
komunikatif terhadap Wajib Pajak;
Memahami mekanisme pendataan Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak Air Tanah;

5. Surat Perintah Melaksanakan Pendataan
Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Air
Tanabh.

W N

o

Keterkaitan

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak Baru Pajak Air Tanah

Peralatan /perlengkapan

1. alat tulis kantor;

2. komputer/printer/scanner;

3. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;
4. jaringan internet;

5. Surat Pemberitahuan Pajak Air Tanah.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
terdapat potensi data Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak Air Tanah menjadi kurang optimal.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Air Tanah

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan | 5 Subbidang S S
Pi]ﬁﬁ‘::ﬂrh Perencanaan dan dienrancanunnn Kelengkapan Waktu Output Ket.
Pengembangan Pen dnpatf::m
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mulai } g;t:k“;gipﬂrﬁﬂ;:; 1. Rencana Pendataan
1. | menyusun rencana pendataan Wajib Pajak slcans elilal 1 1 Hari 2. Surat Pemberitahuan
dan/atau Objek Pajak Air Tanah pends Pajak Air Tanah
Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan W
Pendapatan memerintahkan Subbidang St Pastatats
2. | Perencanaan dan Pengembangan untuk Rencana pendataan Seketika
melaksanakan Pendataan Wajib Pajak dan/atau SR Faudm
Objek Pajak Air Tanah
1. Surat Perintah | 15 Memt
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan |_L Melaksanakan pe; H?f Pendataan Wajib Pajak
3. | melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan/atau | Pendataan; d mB:r] - dan/atau Objek Pajak Air
Objek Pajak Air Tanah 2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Tanah
Pajak Air Tanah. P
Subjek/Wajib Pajak Air Tanah memberikan data : = : Data Wajib Pajak
4. | Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Air Tanah selesai D biek Paidte Air Tar.ah | Seketika | dan/atau Objek Pajak Air
Tanah

untuk pemenuhan administrasi perpajakan.




C. Prosedur Penghitungan dan Penetapan Pajak Air Tanah Terutang

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1. |Deasar Hukum 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
2. | Kualifikasi pelaksana 4. Memahami mekanisme penghitungan dan
penetapan Pajak Air Tanabh;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data
Pajak Air Tanah.
1. Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru
: Pajak Air Tanah;
3. |Keterkaitan 2. Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau
Objek Pajak Air Tanah.
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
4. |Peralatan/periengkapan 3. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;
4. jaringan internet.
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
5. | Peringatan terdapat kesalahan dalam penghitungan dan
penetapan Pajak Air Tanah Terutang.
Pencatatan dan Disim sebagai data elektronik dan manual.
6. Pendataan il




Prosedur Penghitungan dan Penetapan Pajak Air Tanah Terutang

Pelaksana Mutu Baku
No. Kﬂﬁﬂtﬂﬂ 5 i Bubhi.dﬂ.ng Eubbi-dﬂ-ng KEPH.I... Eidﬂ.ﬂg
Wajib Pajak Pengelolaan Perencanaan
Air Tanah F;::ncanunl dan Data dan dan Penetapan Kelengkapan Wektu e s Kt
= Penetapan Pendapatan
Wajib Pajak menginput Data
Objek Pajak Air Tanah lalui :
1 ﬂpj].] i - Pesintius nn] m;nj;i: mulai | Data Penggunaan Air Tanah 10 Menit Surat Pemberitahuan
Daerah atau front office pelay pada Objek Pajak Air Tanah per Objek | Objek Pajak Air Tanah
Pajak Daerah
Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan melakukan . . Surat Pemberitahuan
2. |verifikasi data pemggunaen air| . , Dt emberitahuan  Objek | 5 Menit | Objek Pajak Air Tanah
tanah pada Surat Pemberitahuan | tidak sesuai sesuai a4 - yang telah terverifikasi
Objek Pajak Air Tanah
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan melakukan W Surat Pemberitahuan Objek
3. penghitungan dan penetapan Pajak Air Tanah yang telah 5 Menit SKPD Air Tanah
Pajak Air Tanah terutang dengan terverifikasi
menggunakan SKPD
Kepala Bidang Perencanaan dan A4
Penetapan Pendapatan atas nama [ : ] : SKPD Air Tanah
4, : selesai . yang
Kepala Badan menandatangani o e i Seketika telah ditandatangani

SKPD




D. Prosedur Pembayaran dan Penyetoran Pajak Air Tanah Terutang

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

Memahami mekanisme pembayaran dan
penyetoran Pajak Air Tanah Terutang

Keterkaitan

. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau

Objek Pajak Baru Pajak Air Tanah;

. Prosedur Pendataan Wajib Pajak dan/atau

Objek Pajak Air Tanah;
Prosedur Penghitungan dan Penetapan
Pajak Air Tanah Terutang.

Peralatan /perlengkapan

i S Do

alat tulis kantor;
komputer/printer/scanner;

Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;
jaringan internet.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah
terutang tidak masuk ke rekening penerimaan
pendapatan daerah.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pembayaran dan Penyetoran Pajak Air Tanah

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ¢
Wajib Pajak Peauik I‘m' s ¥ e Kelengkapan Waktu Output
) : : SKPD Pajak Air
1. | Wajib Pajak menerima SKPD Pajak Air Tanah [ mulai ] SKPD Pajak Air Tanah Seketika Tﬁn;h
Wajib Pajak Air Tanah  melakukan
pembayaran/penyetoran Pajak Air Tanah Y 8-t
melalui  bank pe_raepai atau sistem Id Billing e Bukti Pembay
2. | pembayaran berbasis elektronik dengan Femha:fraranpf Penyetoran ketika Pajak Air T m]r::n
menggunakan id billing pada SKPD Pajak Air Pajak Air Tanah
Tanah menggunakan id billing secara tunai
atau non tunai
? "
Wajib Pajak menerima bukti pembayaran/ [ . ] Bukh Pcmba-_v.rarun Seketika Eukh Pu:fnba]rarm
3- | penyetoran Pajak Air Tanah. o Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah




LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PKB

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

Memahami mekanisme pemungutan Opsen
PKB

Keterkaitan

Pemungutan PKB oleh Provinsi Jawa Tengah

Peralatan/perlengkapan

1. alat tulis kantor;

2. komputer/printer/scanner;

3. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;
4. jaringan internet.

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan
dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pemungutan Opsen PKB

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepain Badan
Wajib Pajak Bendahara D“] " mh“de il Kelengkapan Waktu Output
Jawa Tengah
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi i _ Sesuai
1. | Jawa Tengah menetapkan Opsen PKB terutang st ] &;:;T] ]tuan kut;:nt:an SKPD
bersamaan dengan PKB terutang berlaku
Wajib Pajak membayar Opsen PKB terutang
bersamaan dengan PKB terutang berdasarkan | : "
2. SKPD di banl i atau tempat lain yang SKPD Seketika Bukti Pembayaran
disediakan secara tunai atau non tunai
Pembayaran Opsen PKB masuk ke rekening kas W Sesuai
umum daerah atau rekening penerimaan Opsen ; p . PKB ketentuan b 1 PKB
- PKB untuk disetorkan ke rekening kas umum [ selesai ] o e yang ey
daerah sesuai ketentuan yang berlaku berlaku




LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN BBNKB

KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana ggglzganu mekanisme pemungutan Opsen

Wi ifaers Pemungutan BBNKB oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

1. alat tulis kantor;

2. komputer/printer/scanner;
Peralatan/perlengkapen 3. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;

4. jaringan internet.

Pemungutan Opsen BBNKB  dilakukan
Peringatan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang

dari BBNKB.
Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Pemungutan Opsen BENKDB

Pelaksana Mutu Baku
y Kepala Badan
No. Kegiatan
Wajib Pajak Bendahara oy oo Kelengkapan Waktu Output
Jawa Tengah
e r Sesuai
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi ook ] Sannal hetearbunn i s
1. | Jawa Tengah menetapkan Opsen BBNKB | yang berlaku yang
terutang bersamaan dengan BENKB terutang bearial
Wajib Pajak membayar Opsen BBNKB terutang v
bersamaan dengan BBNKB terutang _ :
2. | berdasarkan SKPD di bank persepsi atau SKPD Seketika Bukti Pembayaran
tempat lain yang disediakan secara tunai atau
non tunai
Pembayaran Opsen BBNKB masuk ke rekening ¢ —
kas umum daerah atau rekening penerimaan : i — Opsen
3. | Opsen BBNKB untuk disetorkan ke rekening [ selesai ] Penerimaan Opsen BENKB yang mmBBmHKE
kas umum daerah sesuai ketentuan yang Sl
berlaku




LAMPIRAN VIl KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE DENGAN LEMBAGA

PERBANKAN

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

Memahami mekanisme dan sistem informasi
pembayaran Pajak Daerah

Keterkaitan

Prosedur Pembayaran Pajak Daerah

Peralatan /perlengkapan

1. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah;
2. Sistem informasi pembayaran Pajak Daerah;
3. jaringan internet.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
pembayaran pajak daerah tidak masuk ke
rekening penerimaan pendapatan daerah.

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dengan Lembaga Perbankan

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Wajib Pajak

Bank Persepsi

Bendahara

Kelengkapan

Waktu

Output

Wajib Pajak memasukkan Id Billing melalui kanal pembayaran non tunai

mulai

Nomor Objek
Pajak/ ID Billing

1 Detik

Data ID Billing /
Nomor Objek
Pajak

EEE S,

Data diteruskan ke Sistem Informasi Keuangan Daerah

Nomor Objek
Pajak/ ID Billing

1 Detik

Data ID Billing /
Nomor Objek
Pajak

Pengiriman data tagihan pajak daerah

Nomor Objek
Pajak/ ID Billing

1 Detik

Data Tagihan
Pajak Daerah

Data tagihan diteruskan ke kanal pembayaran

Membayar tagihan pajak daerah

Jumlah uang yang
harus dibayarkan

1 Detik

Data Tagihan
Pajak Daerah

Jumlah uang yang
harus dibayarkan

1x249

Bukti
Pembayaran
Pajak Daerah

(CMS) rekonsiliasi penerimaan pajak daerah

Data Pembayaran
Pajak Daerah

1 Bulan

Rekening Koran

Inquiry laporan

Rekening Koran

1 Bulan

Laporan Realisasi




LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PELAPORAN PAJAK DAERAH

KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar Hukum

1. Mampu mengoperasikan computer;

2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan
dan menyajikan data dan informasi dengan
baik.

Kualifikasi pelaksana

Keterkaitan -

1. alat tulis kantor;

2. komputer/printer/scanner;
Peralatan /perlengkapan 3 G pIeSp:{Eadsl /

4. jaringan internet.

Pencatatan dan Disim sebagai data elektronik dan manual.
Pendataan  yen




Prosedur Pelaporan Pajak Daerah

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
: Bidang .
No. Kegiatan : Kepala Bidang Ket.
Eand:nhun Pengendaliar Penagihan dan| Sekretaris | Kepala Badan Kelengkapan Walktu Cutput
Penerimaan | dan Pelaporan Pengendalian
Pendapatan
Daerah
Akun webasite Bank
J .. |Reka tasi
1. |Mencetak mutasi pajak daerah di website Bank Jateng (gibs.bankjateng.go.id) Cj t;;“‘, S I— 60 menit Mmp ;::r a.hl
d)
. : - . —I— Rekap mutasi pajak .. |Klasifikasi mutasi 5 menit
2. |Mengklasifikasikan pendapatan pajak daerah sesuai dengan jenis pajak dm:}a PRIAX 15 menit pajak dasrah e a]-;ii
|
l Rekap
3 Memasukkan pendapatan pajak dasrah setiap jenis pajak ke google Klasifikasi mutasi & manit pendapatan pada 5 menitf
" |spreadsheet laporan Pendapatan Asli Daerah pajak daerah google transaksi
spreadsheet
3 Rekap pendapatan Konsep laporan
4. |Menyusun konsep laporan pajak daerah (LRA) pada google 60 menit |pajak daerah
N spreadsheet (LRA)
Kensep laporan
" . 1 Konsep laporan " .
5. |Mengajukan konsep laporan pajak daerah (LRA| jl .I I_..I II pajak daerah (LRA) 50 menit FI.”R;]; daerah
g . Konsep laporan .. |Laporan pajak
6. |Menandatangani laporan pajak daesrah (LRA) pajak daerah (LRA) 10 menit laerah (LRA)
: Arsip laporan
7. |Mengarsipkan laporan pajak daerah (LRA) t:i ru.h: “II{ILR.AFHI 60 menit |pajak dasrah

(LRA)




LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
1 |p ypdion 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
; ol 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Mampu mengoperasikan computer;
2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan
dan menyajikan data dan informasi dengan
2. | Kualifikasi pelaksana baik;
3. Memahami mekanisme pemeriksaan pajak;
4. Memiliki kemampuan untuk memeriksa
pajak.
3. | Keterkaitan -
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
3. jarin internet;
4. | Peralatan/perlengkapan 4 JSurafﬂl?erintah;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pajak;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.
5. | Peringatan .
6. | Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pelaksana Mutu Baku
Eepala Sub
No. Uraian Prosedur Bidang Kepala Bid Staf Bidang Eet.
:ﬁm ngamﬁ Sekretaris | Kepaln Badan | Penagihan dan “'”'“‘"““‘l] z‘l:"“‘]";‘; Waktu Output
Pendapatan Pengendalian Pengendalian
Dasrah
Data obyek pajak |120 menit |Konsep Surat
perintah tugas
1 |Membuat konsep Surat Perintah Tugas
Konsep Surat 50 menit |Konsep Surat
Perintah Tu perintah Tugas
2 |Mengajukan konsep Surat Perintah Tugas E_..I—-]_.l_l__.l g
1l, Ecnasep Surat 10 menit |Surat Perintah
Perintah Tugas Tugas
3 |Menandatangani konsep Surat Perintah Tugas |
$ Surat Perintah 300 menit | Dokumsan
Tu pemeriksaan
4 |Menyiapkan kelengkapan dokumen pemeriksaan pajak i pajak
| == ==
l Surat Perintah 300 menit |Berita Acara
Melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan Tugas, Tanda Pemeriksaan
5 pem il Pﬂj ak Pengenal Pajak
| Berita Acara 120 menit |Berita Acara,
Pemeriksaan Pejak Dokumen
6 |Membuat konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Pendukung
| Pemeriksaan
P e —
l Berita Acara, 60 menit |Konsep Laporan
Dekumen Hasil
7 |Mengajukan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Pendukung Pemeriksaan
Pemeriksaan
I Konsep Laporan 10 menit |Laporan Hasil
Haasil Pemeariksaan Pemeriksaan
8 |Menandatangani konsep Laporan Hasil Pemeriksaan I
9 |Mengarsipkan dokumen pemeriksaan pajak




LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
1 P TiirErom 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
‘ 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Mampu mengoperasikan komputer;
lifikasi 2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan
2. |Xu B pelal dan menyajikan data dan informasi dengan
baik.
3. | Keterkaitan -
1. alat tulis kantor;
4. | Peralatan/perlengkapan | 2. komputer/printer/scanner;
3. jaringan internet.
5. | Peringatan g
. | Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Penagihan Pajak Daerah

Pelaksana Mutu Baku
Ne. Kegiatan Staf Bidang | KepalaSub | Kepala Bidang Ket.
Wajib Pajak | Penagihan dan Bidang Penagihan dan| Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Pengendalian Penagihan Pengendalian
Data objek pajak
1 |Pajak terutang tidak dibayar hingga jatuh tempo | Data objek pajak |60 menit yang ticak
membayar hingga
jatuh tempo
Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempe wajib pajak belum f:n”; e 2 pajak SHSESRE
2 ::Lumhl,;.rlr pajak terutang, Kepala Sub Bidang Penagihan menyusun konsep I membayer hi 60 menit Tug;urmi
urat Teguran -
jatuh tempo
Data objek pajak
yang tidak .. |Konsep Surat
3 |Menyusun konsep Surat Perintah Tugas | membeayar hi 60 menit Perintah T
jatuh tempo
4 |Mengajukan konsep Surat Teguran dan konsep Surat Perintah Tugas Konaep Suswt 50 menit Konsep Burwt
I,_...l :l Perintah Tugas Perintah Tugas
ey Surat Perintah
5 |Menandatangani konsep Surat Perintah Tugas dan Konsep Surat Teguran 10 menit |Tugas dan Surat
dan Konsep Surat -
eguran
Teguran
i i .. |Surat Tugas
& |Menyampaikan Surat Teguran I Surat Teguran 60 menit T padkan
‘“
ID Eiling Pajak .. |Bulkti
7 |Membayar pajak terutang é R 60 menit Pembay




LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN/PENGURANGAN PBB-P2

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi pelaksana

b

. Mampu mengoperasikan komputer;
. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan

dan menyajikan data dan informasi dengan
baik;

. Menguasai program SISMIOP dan opentax.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

PN =

. Formulir SPOPD dan LSPOPD;

Lembar disposisi;

. Komputer;
. Program SISMIOP dan opentax.

Peringatan

Pencatatan dan
Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Prosedur Permohonan Keberatan/Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pelaksana Mutu Baku
Kasubid
Habid Hasubdd
No. Kegiatan Kalbvid Pengendalian T Ket.
Pemohon mgm"““'" Sekretarint | Kepala Badan | Penagihan dan | dan Pelaporan | o i U — F““Fm"‘“um Kelengkapan | Walktu Cutput
Pe
Pengendalian ndapatan m’ Penetapan
berkns berkas
permchonan permohonan
| |Pemohon mengnjukan permobonan keberatan, pengurangan PBB-P2 dilampiri "[_ keberatan/pengur |, |lkeberatan/ pengur
dengan berkns kelengkapannva ke ataf frond affics mlnpmh"FkBlI:v-Pi tuzmi.l.lilrhll]“'EIB-vI"! dan
A kelenglapan kelengkapan
Pemeriksann berkas permohonan dan apabils sudah lengkap dilalukan cetak tardda tathnn kelengkapan dan
2 |formulir pelayanan PBE P2 diberiknn kepada Pemohon sebagad tanda terima TM\/' et 1 hari |kesesuaian berkas
dan disediakan kepada Kepala BPKPAD melalui Sekretariat BFKPAD iogiey -l permohonan
berkns kelengkapan dan kelengkapan dan
3 mm‘ permohonan keberstan/pengursngan FB8-F2 yang kescauaian berkas| 1 harl | kesesundan berkas
ditujukan kepada Kepala BPKPAD S — permchonan
4 Mendisposisi berkas permohonan keberatan/ pengurangan PBB-P2 kepada lembar di R T [ ——
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian
Mendisposisi berkas permohonan keberatan/ pengurmngan FEB-P2 kepada l‘ k
5 |Kasubbid Pengendalian dan Pelapoman Pendapatan Dasrah untuk lembar disposisd |2 hari | lembar disposisi
ditind aklanjutd
a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani tim 1 Berita A
" b. Membuat SK Kepala Badan tentang Persetujusn/ Penolakan berkns A hari | i i
Keberatan/ Pengurangan PBB-P2 dan menyediakan secara berjenjang kepada permohonan SK Kepala Badan
Kepala Badan
Berita Acara % har Berita Acara
T |Menandatangani Berita Acam Pemeriksaan e sy Pesmisiisanai
a Menandatangani SK Kepala Badan tentang Persetujuan/ Penolakan I BK Kepala Badan |1 bari |8K Kepais Badan
Keberatan / Pengurangan PBB-F2
Menerima SK Kepala Badan tentang Persetujuan/ Penolakan .
9 |Keberatan/ Pengurangan PEB-P2 yang telah ditandatangan] Kepala Badan SK Kepala Badan (1 hari |SK Kepala Badan
untuk discrahkan kepada Kabid Perencanaan dan Penstapan Pendapatan
mhkan SK Kepala Badan Persetujuan/ Penolalkan
Menye 5K tentang
10 | Keberatan/ Pengurangan PRB-P2 kepada Kasubbid Pengelolann Data dan SH Kepala Badan |1 hari |SK Kepala Badan
Penctapan
1




Pelaksana Mutu Baku
Kasubid
No. Kegiatan e Kabid | Pengendalian K i Ket
Pemohon Sckretariat | Kepala Badan | Penagihan dan | dan Pelaporan Kelengkapan | Waktu Output
Office Pemeriksaan | dan Fenetapan Data dan
Pengendalian | | "II: Aay .Ilm Pendapatan Penetapan
a menstaploan dan mencetak SPPT PEE P2 berdasarkan SK kepala Badan

tentang Persetujuan/ Penolakan Keberatan/ Pengurangan PBB P2
b. menyerahkan SK Kepala Badan tentang Persetujuan [ Penolakan

BFFT PEHB-P2 dan

SPPFT PBB-F2 dan

1 had
- Keberatan/ Pengumangan PBB P2 dan SPPT PBB P2 hasil SK Kepala Badan BE Kepala Badan
kcheratan / pengurmngan kepads Kasubbid Pengendalinn dan Pelaporan
Menyerahkan SK Kepala Badan tentang Persetujuen/ Penolakan —I—I SPPT PEB-F2 dan SPPT PEB-P2 dan
12 |Heberatan/ Pengumngan FBB P2 dan SPFT PBB P2 yang diterbitkan sesuai SK SK Kepala Bad 1 hari SK Kepala Badan
kepada Pemohon
13 Pemohon menerima SK Badan tentang Persetujuan/Penolakan SPFT PBBE-P2 dan 1 bari BFFT PEB-F2 dan
Keberatan/ Pengumngan FBB P2 dan SPPFT PBB P1 vang diterbitlean sesuai SK | 8K Kepala Badan 5K Kepala Badan




LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PENGURANGAN BPHTB

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
1 Ip prdoc 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
P s 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan
2. | Kualifikasi pelaksana dan menyajikan data dan informasi dengan
baik;
3. Menguasai aplikasi e-BPHTB.
3. | Keterkaitan -
1. Formulir SSPD BPHTB,;
2. Komputer;
4. | Peralatan/perlengkapan 3 Aplilgisi . BPHTB:
4. SISMIOP.
5. | Peringatan i
. |Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Permohonan Pengurangan/pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pelakaana Mutu Baku
Kasubid -
Kegiatan Kabid Fengendalian p— L.
Pemohon o Sekretariat | Kepala Badan | Penagihan dan | dan Pelaporan “mgimﬂ Kelengkapan Qutput
Pengendalian | Pendapatan
Dasrah
Pemchon mengajukan permohonan pengurangan BPHTE terutang dengan formulir formulir Berkas
mengisi dan menandatangani formulir permohonan pengurangan/ pembebasan parmochonan permohonan lengkap
BPHTB yang ditujukan kepada Bupati Temanggung cq. Kepala BPFKPAD -hl I pengurangan [ pengurangan / dan
dilampiri dengan berkas kslengkapannya ke staf front office pembebasan pembeabasan pejabat
BPHTE dan EPHTE dan lengkap
berkas berkas
kelengkapan kelenglapan
Pemeriksaan kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap dilakukan cetak tanda terima kelenglapan dan
tanda terima berkas pelayanan permchonan pengurangan BPHTB diberikan berkas kesesuaian
kepada Pernohon dan penyampaian berkas permochonan berkas
pengurangan/pembebasan BPHTB oleh staf front affice kepada Kepala \/ permohonan
BPEPAD malalui Sskretariat BFKPAD
Msnarima berkas permohonan pengurangan/pembebasan BPHTE yvang kalengkapan dan kelengkapan dan
dityjukan kepada Kepala BPFKPAD kesssuaian berkas kesesuaian
permoheonan berkas
permohonan
Mendisposisi berkas permohonan pengurangan,/pembebasan BFHTB kepada lembar disposisi lembar disposisi
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian
a. Menyetujui atau menolak permohonan pengurangan/pembsbasan BPHTB lembar disposisi keputusan
dengan mempertimbangkan substansi permohonan pemberian
b. Memberi perintah untuk membuat Berita Acara Permneriksaan dan Surat permohonan
Keputusan Kepala Badan tentang Pengurangan/Pembebasan BPFHTB atau SK
Kepala Badan tentang Penolakan Pengurangan/Pembebasan BFHTB
a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani tim verifikasi barkas Berita Acara
BPHTB T permohonan Pemeriksaan dan
b. Membuat SK Kepala Badan tentang Persetujuan/Penclakan SK Kepala Badan
Pengurangan /Pembebasan BPHTE dan menyediakan secara berjenjang kepada
Kepala Badan
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Berita Acara
x Pemeriksaan Pemeriksaan
Menandatangani SK Kepala Badan tentang Persetujuan/Penolakan SK Kepala Badan 8K Kepala Badan

Pengurangan/Pembebasan BPFHTE




Mao.

Mutu Baku

Stafl Front

Bekretariat

Kepala Badan

Kabid
Penagihan dan

Kasubid
Pengendalian
dan Pelaporan
Pendapatan

Tim Verifiloasi
BPHTB

Waktu

Cutput

Kat.

Menerima SK Kepala Badan tentang Persstujuan/Penclakan
Pengurangan/ Pembebasan BFHTB yang telah ditandatangani Kepala BPKFAD
untuk diarsip dan disampaikan kepada Staf front office

10

Menyerahkan SK Kepala Badan tentang Persetujuan/Penclakan
Pengurangan /Pembebasan BPHTE kepada Pemochan

SK Kepala Badan

SK Kepala Badan

11

Pamochon menerima 8K Kepala Badan tentang Persetujuan/Penclakan
Pengurangan Pembebasan BPHTB, kemudian:

a. Jika SK berupa penclakan maka Pemohon wajib membayar BPFHTB terutang
sesuai yang ditentukan cleh verifikator dan menyerahkan tembusan bukt
pembayaran dan S88PD BPHTB ke front office

b. Jika SK berupa persetujuan pengurangan dan ada kewajiban membayar
BPHTB terutang maka Pemochon mencetak SSPD BPHTE hasil pengurangan
dan melakukan pembayaran ke bank persepsi serta menyerahkan tembusan
bukti pembayaran dan SSPD BPHTB ke staf front office

c. Jika 8K berupa persetujuan pengurangan/pembebasan tanpa BFHTB
terutang maka pemohon mencetak SSPD BPHTE nihil dan diserahkan kepada

Staf front office

SK Kepala Badan

12

Memohonkan tanda tangan kepada verifikator di S5FD BPHTB

8SPD BPFHTB

13

Pembubuhan tanda tangan di formulir S3PD BPHTB yang telah diverifikasi
dan dibayarkan kewajiban pajaknya di bank persspai

88FD BFHTB

14

Melakukan porporasi, meregister, dan memberi stempel dinas pada berkas
yang telah ditandatangani verifikator serta menyampaikan SSPD BPHTB yang
telah divalidasi kepada pemohon

8SFD BFHTE

13

Penerimaan SSFD BPHTB

b

SSPD BPHTB

8K Kepala Badan

SK Kepala Badan

SK Kepala Badan

S8PD BFHTB

83PD BPHTB

88FD BFHTB

S8PD BFHTB




LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
1. | Dasar Hukum tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana;
2. Memahami peraturan Pajak Daerah;
. . 3. Mampu mengoperasikan Kkomputer serta
4. |Bualiikasi pelaksana komunikatif terhadap Wajib Pajak:
4. Memahami mekanisme pengembalian
pembayaran Pajak Daerah.
1. Prosedur Penghitungan dan Penetapan Pajak
3. | Keterkaitan e .
' 2. Prosedur Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Daerah
1. alat tulis kantor;
2. komputer/printer/scanner;
bl s e, o 3. Aplikasi penatausahaan Pajak Daerah,;
4. jaringan internet.
. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
o>. | Peringatan terdapat kesalahan penerimaan Pajak Daerah.
. |Pencatatan dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pendataan




Prosedur Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah

Pelaksana Mutu Baku
- : Subbidang Kepala Bidang
No. Kegiatan Bidang .
Wajib Pajak | Penagihan dan | e qon’ | dan penstapan ., . . Kelengkapan Waktu Output
eagendatan Penetapan Pendapatan
i . . 1. Surat Permohonan
wigib Pejak menguism 2., Tanda terima pembayaran
permohonan ~ pengembalian [ —. asli Bk
pembayaran Pajak Dacrah pada ) 3. Surat Setoran Pajak Permohonan
1. “"‘n oF iy ‘berinnaan yang 0 Daerah (SSPD), Surat | 5Menit | Pengembalian
i Pemberitahuan Pajak Pembayaran
a. kelebihan pembayaran; atau Daerah (SPTPD) Pajak Daerah
b. akibat kondisi tertentu sesuai I i v
berlaku Y o o
peraturan yang . 5. Fotokopi KTP
Bidang Penagihan dan
Pengendalian melakukan verifikasi Catatan atas
atas berkas pengajuan. Apabila Berkas Permohonan pengajuan
2. | lengkap, akan dibuatkan catatan : I Pengembalian Pembayaran | 5 Menit | pengembalian
atas pengajuan pengembalian dan | tdak lengkap Pajak Daerah pembayaran
disampaikan ke Subbidang Pajak Daerah
Pengelolaan Data dan Penetapan
Subbidang Pengelolaan Data dan
Penetapan melakukan Surat Ketetapan Paj
i jak Daerah
5, |peoghitungan dmn  penctapen Lebih Bayar (SKPDLB) yang | 5Menit | SKPDLB
pengembalian pembayaran Pajak telah 1 Flkasi
Daerah dengan menggunakan
SKPDLB
Kepala Bidang Perencanaan dan A 4 SKPDLB yang
4. | Penetapan atas nama Kepala SKPDLB Seketika telah
Badan menandatangani SKPDLB ditandatangam
SKPDLB yang telah ditandatangani v :
5 disampaikan ke Bidang i SKPDLB yang telah i e Pemindah-
" | Perbendaharaan untuk dilakukan ditandatangani bukuan

pemindahbukuan




LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 973/345 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

KOMPONEN URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Daerah

Dasar Hukum

1. Mampu mengoperasikan komputer;

2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan
dan menyajikan data dan informasi dengan
baik.

Kualifikasi pelaksana

Keterkaitan -

1. alat tulis kantor;
Peralatan /perlengkapan | 2. komputer/printer/scanner;
3. jaringan internet.

Peringatan ¥

Pencatatan dan Disim sebagai data elektronik dan manual.
Pendataan -




Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Dasrah

Pelaksana

hegiatan SKPD yang melaksanakan fungsi

penghapusan piutang daerah TPUP3D Bupati AFIP (Inspektorat)

Kepala Sub Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi
penghapusan piutang pajak dasmh melakukan penelitian

administrasi.

Hepala Sub Bidang pada SKPFD yang melaksanakan fungsi
penghapusan piutang pajak daecrah membuat laporan hasil
penelitian dimaksud setinp akhir tahun sebagai bahan usulan
penghapusan piutang pajak daemhb yang kadaluwarsa dan/atau
piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin
ditagih lagl

Kepala Sub Bidang pada SKFD yang melaksanakan fungsi
penghapusan piutang pajak daerah, menyampaikan laporan
usulan penghapusan piutang pajak dasrah beserta daftar usulan
penghapusan piutang pajak daemh yang dilengkapi dokumen
kepada Kepala SKPD vang melaksanakan fungsi penghapusan
piutang daerah selaku PPED atau pejabat vang ditunjuk dalam
hal ini TPUP3D yang dibentuk oleh Bupati atau Sekretaris

Pelaksanaan penslitan sadministrasi dan/atau pemeriksaan
lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D didasarkan pada Surat
Tugas Kepala SKPD vang melaksanakan fungsi penghapusan
plutang dasrah selaku PPED.

Lip Haw Pasaian
Hasil penelitian administrasi dituangkan dalam Laporan Hasil
Peneliian Administrasi dan Hasil pemeriksaan lapangan [eeagan
diuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan
didasarkan pada Surat Tuges Kepals SKFD yvang melaksanakan

fungsi penghapusan piutang daerah selaku FPKD.

danfatau Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala k:.m-"
SKPD yvang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah| b P g
selaku PPED. e -

TPUPAD menyampaikan Laporan Hasil Peneliian Admindstrasi L




Hegiatan

SKPD yang melaksanakan fungei
penghapusan piutang daerah

TPUP3D

APIP (Inspektorat)

DPRD

Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang
daerah selaku PPKD membuat Surat Usulan Permohonan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepads Bupati dengan
disertai Daftar Usulan Penghapusan Plutang Pajak Daerah.

T

Bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
untuk melakukan reviu atas usulan permohonan penghapusan
piutang pajak dacrah yang diajukan cleh Kepala SKPD yang
melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

Ry APE

Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang
pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penghapusan piutang dasrah selaku PPKD dan hasil reviu vang
dilalksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (AFIP)
Bupati menyampaikan surat permohonan  persetujuan
penghapusan  piutang pajak daerah  diatas  nilai
Rp5.000.000,000,00 (ima miliar rupiah) kepada Pimpinan DFRD
sesuai batas kewenangan Bupati.

1

Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang|
pajak dmerah dari Kepala SKFD vang melaksanakan fungsi
penghapusan piutang deerah selaku PPKD sesuni dengan batas
kewenangan dan persetuyjuan DPRD Bupati menerbitkan
keputusan mengenai penghapusan piutang pajak dacrah.

o5 milywr

» 5. ik
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11

Kepala SKFD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang
daerah selaku PPKD membuat instruksi kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan pada PPKD yang melaksanakan fungsi
akuntansi untuk melakukan penghapusan atas piutang pajak
daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan
Alkuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Ditembuskan
kepada Sekretaris Dasrah dan Inspektur

ey
i
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